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ABSTRAK 

 

 

IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN DANA DESA 

(STUDI KAMPUNG BUMI DIPASENA ABADI, KECAMATAN 

RAWAJITU TIMUR, KABUPATEN TULANG BAWANG) 

 

 

Oleh 

 

 

LISEL NIYA SIKA 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Ketahanan 

Pangan Dana Desa di Kampung Bumi Dipasena Abadi, Kecamatan Rawajitu 

Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan 

dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan Charles 

O. Jones, yang mencakup dimensi organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Ketahanan Pangan di 

Kampung Bumi Dipasena Abadi berjalan cukup baik dan efektif. Struktur 

organisasi pelaksana sudah terbentuk dengan jelas melalui pembentukan Tim 

Pelaksana Kegiatan (TPK), dan pelaksanaan program dilakukan sesuai dengan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. Program berhasil 

meningkatkan partisipasi masyarakat, serta disosialisasikan secara efektif melalui 

musyawarah. Namun demikian, beberapa faktor penghambat ditemukan, seperti, 

sikap implementor yang tidak memegang teguh prinsip kepatuhan terhadap 

persyaratan pemberian bantuan, kendala administratif warga terkait dokumen 

kependudukan, serta hambatan faktor lingkungan seperti surutnya air kanal dan 

risiko gagal panen. Secara keseluruhan, program ini telah memberikan dampak 

positif terhadap ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat, meskipun perlu 

adanya penguatan dalam aspek pengelolaan administrasi, serta peningkatan sistem 

monitoring dan evaluasi agar program dapat berjalan lebih optimal dan 

berkelanjutan. 

 

 

 

Kata Kunci: Implementasi, Program Ketahanan Pangan, Kebijakan, Desa, 

Partisipasi Masyarakat
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ABSTRACT 

 

 

IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND FOOD SECURITY PROGRAM 

(STUDY OF BUMI DIPASENA ABADI VILLAGE, RAWAJITU TIMUR 

DISTRICT, TULANG BAWANG REGENCY) 

  

 

 

By 

 

 

LISEL NIYA SIKA 

 

 

 

This study aims to analyze the implementation of the Village Fund Food Security 

Program in Bumi Dipasena Abadi Village, Rawajitu Timur District, Tulang 

Bawang Regency. This study uses a descriptive qualitative approach with data 

collection techniques through interviews and documentation. The theory used is 

Charles O. Jones' policy implementation theory, which includes dimensions of 

organization, interpretation, and application. The results of the study indicate that 

the implementation of the Food Security Program in Bumi Dipasena Abadi Village 

is running quite well and effectively. The organizational structure of the 

implementer has been clearly formed through the formation of the Activity 

Implementation Team (TPK), and the implementation of the program is carried out 

in accordance with the established Standard Operating Procedure (SOP). The 

program has succeeded in increasing community participation through mutual 

cooperation and social supervision, and has been effectively socialized through 

deliberation and social media. However, several inhibiting factors were found, such 

as budget limitations, administrative obstacles for residents related to population 

documents, and environmental obstacles such as receding canal water and the risk 

of crop failure. Overall, this program has had a positive impact on food security 

and the community's economy, although there needs to be strengthening in terms of 

administrative management, expanding funding sources, and improving the 

monitoring and evaluation system so that the program can run more optimally and 

sustainably. 

 

 

 

Keywords: Implementation, Food Security Program, Policy, Village, Community 
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MOTTO 

 

 

Pelayanan publik yang baik bukan soal cepat atau lambat, tapi 

tentang tepat dan bermanfaat 

(Administrasi Negara 2025) 

 

Dana Desa bukan hanya anggaran, tetapi jembatan antara 

kebijakan dan kebutuhan nyata masyarakat 

(Bumi Dipasena Abadi) 

 

Sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Allah memang 

tidak menjanjikan hidupmu selalu mudah tetapi dua kali Allah 

berjanji bahwa : “fa inna ma’al-‘usri yusra, inna ma’al-‘usri 

yusra” Artinya karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 

kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

 

(QS. Al-Insyirah: 5-6) 

 

 

We are not always perfect, remember that we are young. We will be 

wrong but we will learn from it. 

 

(Sim Jaeyun) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh 

setiap manusia. Ketersediaan pangan yang cukup memiliki dampak signifikan 

untuk aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik secara sosial, politik, 

budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan (Lamingthon, 2012). Ketahanan 

pangan sebagai permasalahan global dan permasalahan yang sangat rumit 

karena meliputi aspek ekonomi, sosial lingkungan dan politik. Aspek politik 

menjadi salah satu aspek yang menjadi faktor penting proses pengambilan 

keputusan tentang kebijakan pangan. Mengimplementasikan kebijakan 

ketahanan pangan ialah bagian penting dari pertemuan yang diadakan oleh 

berbagai negara dan organisasi internasional.(Fazry, 2019). Statistik 

Ketahanan Pangan (2022), Indonesia mendapat peringkat ke-69 dari 113 

negara dengan skor 59,2 berdasarkan penilaian skor ketahanan pangan Global 

Food security Index (GFSI). Peringkat tersebut menunjukkan bahwa 

Indonesia tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di 

dunia. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (2023), Kabupaten Tulang 

Bawang berada pada peringkat ke-21 dari 416 Kabupaten dengan nilai IKP 

sebesar 87,51.  

Tabel 1. Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten 2023 

 

Sumber: Badan Pangan Nasional (2023) 
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Nilai IKP 87,51 menunjukkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang memiliki 

ketahanan pangan yang cukup baik, meskipun masih ada ruang untuk 

perbaikan agar dapat bersaing dengan daerah lainnya 

(satudata.badanpangan.go.id) . Jika dibandingkan dengan daerah lain peringkat 

21 menunjukkan bahwa meskipun Tulang Bawang tidak termasuk dalam 20 

besar, nilai tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan masih lebih baik 

dibandingkan daerah dibawahnya.  

Ketahanan pangan  yang baik menciptakan stabilitas ekonomi dan politik serta 

menjamin ketersediaan pangan murah bagi pemerintah, yang merupakan 

komitmen nasional untuk mencapai tujuan pembangunan global dalam 

mengurangi kelaparan dan kemiskinan. Krisis pangan menyebabkan masalah 

ekonomi berupa lonjakan harga bahan pokok, yang meningkatkan inflasi dan 

mengurangi daya beli masyarakat bahkan  kenaikan harga pangan, dapat 

memperburuk kemiskinan dan ketimpangan sosial, terutama di kalangan 

masyarakat berpenghasilan rendah, gangguan pada sektor pertanian, seperti 

gagal panen, mengurangi pendapatan petani dan dapat memicu pengangguran 

di sektor terkait. Akibat dari krisis ekonomi tadi, timbullah masalah politik 

yaitu ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi krisis pangan dapat 

menurunkan kepercayaan publik terhadap intuisis negara, ketidakpuasan 

masyarakat akibat kelangkaan dan mahalnya harga pangan dapat memicu 

protes sosial dan ketegangan politik kemudian ketidakstabilan politik dapat 

menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, menciptakan siklus negatif 

yang sulit diputus. Contoh krisis pangan di Indonesia Siklon Tropis Seroja di 

Nusa Tenggara Timur (NTT), 2021. Pada April 2021, Siklon Tropis Seroja 

melanda NTT, menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur dan lahan 

pertanian. Lebih dari 10.000 hektar lahan pertanian rusak, termasuk 4.000 

hektar di Kabupaten Malaka, yang merupakan salah satu lumbung pangan 

utama di NTT. Kerusakan ini menyebabkan krisis pangan lokal, dengan harga 

beras melonjak hingga Rp17.000 per kilogram di beberapa daerah . Dampak 

ekonomi dari bencana ini signifikan, dengan kerugian mencapai Rp3,4 triliun 

(https://bnpb.go.id/berita/siklon-tropis-seroja-terjang-ntt) . Selain itu, krisis 

pangan ini memicu ketegangan sosial dan menurunkan kepercayaan 

https://bnpb.go.id/berita/siklon-tropis-seroja-terjang-ntt
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masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menangani bencana dan 

menjamin ketahanan pangan. 

Pemerintah Indonesia telah merancang berbagai kebijakan dan program untuk 

menjamin ketahanan pangan nasional. Salah satu strategi utama yang diambil 

pemerintah adalah melalui pengembangan program food estate, yaitu sistem 

pertanian terpadu dalam skala besar yang mengintegrasikan tanaman pangan, 

hortikultura, peternakan, dan perikanan. Secara kelembagaan, ketahanan 

pangan di Indonesia dikelola oleh berbagai instansi pemerintah pusat dan 

daerah. Hingga saat ini, koordinasi utama berada di tangan Badan Pangan 

Nasional (Bapanas), sebuah lembaga non-kementerian yang dibentuk pada 

tahun 2021 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Bapanas 

bertanggung jawab dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pangan 

nasional secara terintegrasi, termasuk pengendalian harga, distribusi, dan 

cadangan pangan. Selain Bapanas, terdapat juga kementerian teknis seperti 

Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Desa, serta 

Badan Urusan Logistik (Bulog) yang memiliki peran dalam sistem logistik dan 

ketersediaan pangan. 

Salah satu upaya ketahanan pangan desa yaitu ketersediaan pangan di desa 

menggunakan Anggaran Dana Desa yang sudah diatur dalam keputusan 

menteri desa dalam Kepmendesa (2022). Berdasarkan Keputusan Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Ketahanan Pangan Di Desa 

mendefinisikan bahwa ketahanan pangan di desa ialah kondisi terpenuhinya 

pangan bagi masyarakat desa sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari 

tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, 

beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan 

agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan 

produktif secara berkelanjutan. Tujuan ketahanan pangan di desa ialah 1). 

Meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat desa 

maupun dari lumbung pangan desa; 2). Meningkatkan keterjangkauan pangan 

bagi warga masyarakat desa; dan 3). Meningkatkan konsumsi pangan yang 
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beragam, bergizi seimbang, aman, higenis, bermutu, tidak bertentangan dengan 

agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasisi pada potensi sumber 

daya lokal. 

Dana yang dialokasikan untuk pembangunan dan peningkatan wilayah disebut 

dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) (Hulu dkk., 2018). Dalam upaya meningkatkan taraf hidup 

masyarakat pedesaan, pemerintah memberikan dana desa (Faoziyah & Salim, 

2020). Tujuan utama pemberian dana desa adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan, mendistribusikan kembali pendapatan, memberdayakan 

masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mendorong otonomi daerah 

(Purwadinata dkk., 2024). Harapan untuk kemajuan pembangunan desa dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari besarnya dana desa 

yang akan diterima desa (Karyada dkk., 2020).  

Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021, yang merinci Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara 2022, 40% dari alokasi dana desa untuk tahun 2022 akan 

diperuntukkan bagi program perlindungan sosial melalui BLT (Bantuan 

Langsung Tunai), 20% untuk inisiatif memastikan keamanan pasokan pangan 

dan hewan desa, 8% lainnya untuk menangani pandemi COVID-19, dan dana 

sisanya dapat digunakan untuk tujuan pemberdayaan masyarakat dan 

infrastruktur. Tujuan utama dari Peraturan Presiden ini sebagai pemanfaatan 

keuangan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan 

untuk memperkuat pembangunan daerah. Selain itu, Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) No. 7 Tahun 2023 

tentang Prioritas Pembangunan Penggunaan Dana Desa. Prioritas dana desa di 

Tahun 2024 yaitu pertama, Ketahanan Pangan Nabati dan Hewan; kedua, 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; ketiga, Infrastruktur Dasar; dan keempat, 

Penanggulangan Bencana. 

Kampung Bumi Dipasena Abadi merupakan salah satu desa yang terletak di 

Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang  menerapkan program 

ketahanan pangan yang setiap tahunnya mempunyai Anggaran Dana Desa 

untuk Program Ketahanan Pangan. Anggaran ini didapatkan dari Anggaran 
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dana desa yang ditetapkan untuk ketahanan pangan paling sedikit 20%. 

Kampung Bumi Dipasena Abadi merupakan daerah perrikanan, kawasan 

pertambakan udang. Mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani tambak 

udang. Status tambak pada tahun 1987 merupakan inti plasma atau milik PT. 

Dipasena Citra Darmaja (Fadilasari, 2012 :284). Sistem inti plasma merupakan 

model pengembangan usaha perikanan budidaya yang melibatkan kerjasama 

antara perusahaan besar (inti) dengan kelompok masyarakat (plasma). 

Perusahaan menyediakan sarana dan prasarana produksi, sedangkan kelompok 

masyarakat berperan sebagai pekerja dan pengelola tambak. Status tambak saat 

ini menjadi pertambakkan mandiri sudah milik petambak asli masing-masing. 

Sejak tahun 2.000 perusahaan tidak beroperasi lagi. 

Program Ketahanan Pangan ini sudah direalisasikan sejak tahun 2023. Berikut 

merupakan jenis bantuan ketahanan pangan di Kampung Bumi Dipasena 

Abadi. 

Tabel 2. Jenis Bantuan Ketahanan Pangan Kampung Bumi Dipasena Abadi 2023-2024 
 

No Tahun Kegiatan Anggaran 

1. 2023 Bibit Sayur-sayuran & Buah-buahan Rp. 44.750.000 

2. 

 

2024 1).Perawatan Jalan Usaha Tani 2).Bantuan 

Bibit Benur 
Rp. 73.600.000 

Rp. 86.4000.000 

Sumber: Diolah Dari Pemerintah Kampung Bumi Dipasena Abadi, 2024 

Berdasarkan hasil pra riset diketahui bahwa Tahun pertama pada tahun 2023 

pemerintah kabupaten menginstruksikan ketahanan pangan ini berupa bibit 

sayur-sayuran dan buah-buahan. Berdasarkan perhitungan secara menyeluruh 

yang artinya pemerintah kabupaten pada saat itu masih menghitung pukul rata 

tanpa melihat kondisi geografis, lingkungan, dan kondisi wilayah setiap 

kecamatan. Tidak semua wilayah cocok dengan sayuran atau tanam-tanaman 

khususnya Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Kampung 

Bumi Dipasena Abadi. Alasan dicanangkan program bantuan bibit ini karena 

saat itu terjadi harga yang mahal untuk sayur-sayuran yaitu berupa cabe, terong 

dan lain sebagainya maka muncul instruksi dari kabupaten agar seluruh 

masyarakat kabupaten menanam bibit itu. Terdapat beberapa wilayah yang 

berhasil dan yang tidak berhasil. 
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Kampung BD Abadi merupakan daerah rawa-rawa pesisir, memiliki 

keterbatasan sumber daya air tawar. Masyarakat setempat mengandalkan 

sepenuhnya pada air hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk 

untuk pertanian. Namun, ketergantungan pada air hujan ini seringkali tidak 

mencukupi, terutama saat musim kemarau. Selain itu, upaya untuk 

mendapatkan air tanah melalui pengeboran juga tidak membuahkan hasil yang 

memuaskan karena air yang dihasilkan umumnya berupa air asin akibat intrusi 

air laut. Kondisi tanah yang sering tergenang air pasang surut juga 

memperparah situasi, sehingga menyulitkan pertumbuhan tanaman sayuran 

yang membutuhkan tanah yang kering dan subur 

Pada tahun 2024 bertolak melihat dari pengalaman di tahun 2023 akhirnya 

pemerintah kabupaten memberikan kelapangan pada setiap wilayah untuk 

dengan bijak menentukan jenis ketahanan pangan yang sesuai dengan wilayah 

pada masing-masing desa berdasarkan musyawarah. Maka dari itu dikarnakan 

adanya ketidaksesuaian anatara program yang diberikan oleh pemerintah 

kabupaten dengan permasalahan yang terjadi di desa, Pemerintah Kabupaten  

mengeluarkan Surat Edaran Kabupaten Tulang Bawang Nomor 

B/000/1/IV,11/TB/II/2024 tentang Pedoman Fokus Penggunaan Dana Desa 

Untuk Dukungan Program Ketahanan Pangan Paling Rendah 20% Dari Pagu 

Dana Desa Setiap Kampung Di Kabupaten Tulang Bawang.  Menindaklanjuti 

hal tersebut, Pemerintah Kampung Bumi Dipasena Abadi menetapkan 

Peraturan Kampung Nomor 9 Tahun 2023 tentang penetapan jenis ketahanan 

pangan kampung, sebagai dasar pelaksanaan program ketahanan pangan dana 

desa tahun 2024.  

Peraturan Kampung Bumi Dipasena Abadi Nomor 09 Tahun 2023 Pasal 6 

menjelaskan bahwa penguatan ketahanan pangan di Kampung Bumi Dipasena 

Abadi yaitu pengembangan usaha pembudidayaan udang, pengelolaan pasca 

panen,  peningkatan atau perawatan jalan usaha tani, penguatan ketahanan 

pangan yang sesuai dengan kewenangan desa diputuskan dalam musyawarah 

desa, dan penerima bantuan penguatan ketahanan pangan adalah orang 

perseorangan atau kelompok masyarakat yang ditetapkan melalui keputusan 

kepala kampung. Ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat 



7 
 

antara Pemerintah Kampung Bumi Dipasena Abadi, Badan Permusyawaratan 

Kampung (BPK), dan masyarakat kampung maka ditetapkanlah di tahun 2024 

bantuan program ketahanan pangan berupa perawatan jalan usaha tani dan 

bantuan benur. Mengingat dari kondisi geografis Kampung Bumi Dipasena 

Abadi yang rawan abrasi dan dampak negatif wabah Acute Hepatopancreatic 

Necrosis Disease (AHPND) pada tahun 2021 yang menyebabkan penurunan 

produksi udang secara signifikan, telah disusun program bantuan 

komprehensif. 

Program ini meliputi penyediaan benur berkualitas pada tahun 2024 untuk 

mendukung pemulihan sektor perikanan, serta perbaikan infrastruktur jalan 

usaha tani yang rusak akibat abrasi guna meningkatkan aksesibilitas dan 

kelancaran distribusi hasil pertanian. Langkah-langkah ini diharapkan dapat 

membantu masyarakat mengatasi dampak bencana alam dan penyakit, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. 

Berikut merupakan data hasil potensi perikanan di Kampung Bumi Dipasena 

Abadi. 

Tabel 3. Potensi Perikanan 
 

No Komoditas  Produksi / Tahun (Ton)   

  2020 2021 2022 2023 2024 

1 Jenis Perikanan      

 -Udang 265 225 180 193 365 

 - Ikan 12 13 10 12 15 

Sumber: Data Profil Desa Tahun 2024 

Berdasarkan data yang diperoleh, produksi udang di Kampung Bumi Dipasena 

Abadi mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar 225 per ton sejak 

tahun 2021. Penyebab utama penurunan produksi ini adalah serangan penyakit 

AHPND yang menyebabkan kematian massal udang. Kegagalan panen secara 

berulang telah mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi para 

petani tambak. Modal yang telah mereka investasikan untuk budidaya udang 

habis terkuras, sehingga mereka kesulitan untuk memulai kembali usaha 

budidaya dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kondisi ini telah 

mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah 
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tersebut. 

Berdasarkan hasil pra riset yang telah di lakukan, ditemukan permasalahan di 

lapangan setelah program dilaksanakan, yaitu bantuan yang tersedia belum 

dapat menjangkau seluruh warga. Hal ini karena alokasi dana dsa untuk 

program ketahanan pangan yang memang dibatasi minimal 20 % dari Pagu 

Dana Desa.. Oleh karena itu, Pemerintah Kampung BD Abadi menetapkan 

kuualifikasi tertentu bagi penerima bantuan benur yakni a) Penduduk kampung 

Bumi Dipasena Abadi dibuktikan dengan memiliki KTP Bumi Dipasena Abadi; 

b) Memiliki kondisi tambak sehat dan tidak bocor; c) Kalangan bawah atau 

merupakan warga yang tidak mampu; d) Patuh terhadap regulasi desa. Selain 

itu, untuk pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan usaha tani, 

pelaksanaan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan ruas-ruas 

jalan yang mengalami kerusakan  paling parah. 

Kemudian dalam proses implementasinya, program ketahanan pangan yang 

berupa bantuan benur ini ditemui beberapa masalah yang terjadi yaitu adanya 

penyimpangan dalam pelaksanaan program bantuan benur ini. Penyimpangan 

ini terjadi karena adanya individu yang tidak memenuhi syarat sebagai 

penerima bantuan (tidak memiliki KTP asli daerah) namun tetap mendapatkan 

bantuan dengan cara yang tidak sah, yaitu dengan meminjam identitas orang 

lain, terdapat belum adanya petunjuk resmi mengenai pemberian bantuan 

benur, dan kurangnya koordinasi antara pemerintah kampung dengan Dinas 

Perikanan Kabupaten Tulang Bawang mengakibatkan belum adanya 

pendampingan teknis terkait budidaya perikanan. Padahal, pendampingan 

tersebut sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

masyarakat dalam menjalankan program ketahanan pangan secara optimal. 

Melihat dari permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini 

sejalan dengan teori Charles O Jones (1996). Menurut Charles O Jones 

penerapan implementasi akan berhasil apabila memperhatikan dari indikator 

organisasi yaitu pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit- 

unit/struktur organisasi, dan metode yang digunakan agar program dapat 

terlaksana, kemudian interpretasi atau pemahaman, yaitu menafsirkan suatu 
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program agar terencana dan menerima pengarahan yang tepat sasaran serta 

dapat terlaksana dengan baik, selanjutnya dari aplikasi atau penerapannya yaitu 

penerapan yang efektif memerlukan koordinasi dan komitmen dari semua 

pihak yang terlibat, dalam hal aplikasi atau penerapan harus diselaraskan 

dengan tujuan utama agar tidak terjadi penyimpangan. Program ketahanan 

pangan dengan menggunakan dana desa merupakan kebijakan baru bagi 

pemerintah desa sebagai pelaksana program, sehingga penelitian ini memiliki 

urgensi. Selain dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah desa untuk 

meningkatkan mutu kegiatan program yang dilaksanakan agar sesuai dengan 

standar pemerintah, penelitian ini juga dapat membantu pemerintah dalam 

menilai program pemerintah pusat yang dilaksanakan di tingkat desa. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis berminat untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Ketahanan 

Pangan Dana Desa Di Kampung Bumi Dipasena Abadi Kecamatan 

Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang” 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi Program Ketahanan Pangan Di Kampung Bumi 

Dipasena Abadi, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang? 

2. Apa saja faktor penghambat yang ada dalam pelaksanaan Implementasi 

Program Ketahanan Pangan di Kampung Bumi Dipasena Abadi, Kecamatan 

Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Program 

Bantuan Pangan Dana Desa di Kampung Bumi Dipasena Abadi 

sebagaimana tertera pada rumusan masalah. 

2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat terhadap pelaksanaan 

Implementasi Program Bantuan Pangan Dana Desa di Kampung Bumi 

Dipasena Abadi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara teoritis penelitian ini dapat menjadi landasan atau pedoman 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu administrasi 

negara, yang banyak dimanfaatkan sebagai salah satu langkah dalam 

proses kebijakan publik. Hasil penelitian ini dapat membantu masyarakat 

umum dalam memahami program ketahanan pangan yang menjadi 

prioritas utama dalam anggaran desa. 

2. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan, serta rekomendasi atau saran 

kepada pemerintah daerah mengenai bagaimana program ini dilaksanakan. 

Penelitian ini juga diharapkan memberi manfaat praktis berupa bahan 

rujukan bagi mahasiswa lain dan masukan bagi pihak akademis serta bahan 

tambahan referensi mahasiswa dalam membuat tulisan yang memiliki 

kaitan dengan penelitian ini. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Salah satu prinsip yang penulis lakukan ketika melakukan penelitian adalah 

penelitian terdahulu, yang memungkinkan penulis untuk menyempurnakan 

teori yang digunakan dalam penelitian. Penulis menjadi lebih mudah untuk 

mendefinisikan langkah-langkah secara sistematis baik dari segi konsep 

maupun teori ketika penelitian sebelumnya disertakan dalam tinjauan pustaka. 

Sebuah studi tentang penelitian terdahulu diperlukan ketika melakukan 

penelitian tentang "Implementasi Program Ketahanan Pangan Dana Desa 

(Studi di Kampung Bumi Dipasena Abadi)". agar penulis dapat memanfaatkan 

sejumlah penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang 

akan diteliti. Berikut adalah penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai 

bahan referensi: 

Penelitian oleh Natalia Vera (2024) dengan judul “Implementasi Program 

Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin 

Timur”. Penelitian ini menggunakan model Edwars III (1984). Hasil penelitian 

berdasarkan teori implementasi George C. Edwards III memberikan temuan 

bahwa pada 1) komunikasi terdapat temuan komunikasi internal antar pegawai-

SKPD berjalan cukup baik dan sesuai dengan SOP. Namun, komunikasi 

eksternal dengan masyarakat masih lemah, banyak warga tidak memahami 

fungsi lumbung pangan, masyarakat apatis dan kurang tertarik dengan program 

sepeerti toko tani. 2) Sumber Daya, SDM internal terbatas jumlahnya hanya 19 

pegawai, SDM masyarakat (petani) kurang diberdayakan, minim pelatihan dan 

pendampingan, anggaran dana masih kurang, menyebabkan program seperti 

lumbung pangan dan toko tani tidak berjalan optimal, saranan seperti lokasi 

khusus untuk toko tani belum tersedia. 3) Disposisi, pegawai Dinas Ketahanan 

Pangan menunjukkan komtmen dan profesionalisme dalam menjalankan 
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program, terdapat upaya untuk mendukung petani dan kelompok masyarakat, 

termasuk penyediaan cadangan pangan. 4) Struktur Birokrasi, SOP sudah 

tersedia dan dijalankan, terdapat juknis sebagai pedoman pelaksanaan, namun 

karena struktur organisasi masih baru, kinerja belum efektif sepenuhnya.  

Penelitian yang dilakukan oleh “Nazwa Aulia M. Uloli, Yacob Noho Nani, 

dan Romy Tantu (2024) dengan judul Implementasi Program Ketahanan 

Pangan Melalui Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Pagimana, 

Kabupaten Banggai). Fokus penelitian ini menggunakan teori George C. 

Edward III. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa implementasi program 

ketahanan pangan melalui anggaran dana desa (studi kasus di Kecamatan 

Pagimana, Kabupaten Banggai) telah diimplementasikan sesuai dengan teori 

dari George C. Edward III dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, 

disposisi dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik ketersediaan 

anggaran sudah tersedia namun pemerintah masih kesulitan dalam pengadaan 

bantuan pangan kepada masyarakat. (1) Komunikasi, antara pemerintah dan 

masyarakat, sosialisasi dan pengarahan sudah berjalan dengan baik, (2) Sumber 

Daya manusia dan fasilitas fisik dinilai sudah cukup baik sedangkan ketersediaan 

anggaran masih minim, meskipun alokasi tersedia tiap tahun (20% dari dana 

desa), (3) Disposisi sudah berjalan dengan baik dimana Transparansi dan 

komitmen pemerintah dalam program dinilai kuat seperti dipasang spanduk 

APBDes sebagai bentuk keterbukaan informasi publik (4) Struktur Birokrasi 

sudah dijalankan dengan baik, SOP berkontribusi besar dalam peningkatan 

keberhasilan kebijakan ketahanan pangan dan peran pemerintah dalam 

memanfaatkan anggaran untuk kebijakan ketahanan pangan . 

Penelitian oleh Amelia Juli Fernanda dan Isna Fitria Agustina (2024) dengan 

judul “Implementasi Program Ketahanan Pangan Di Desa Permisan 

Kecamatan Jabon”. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Teori yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah teori George C. Edwards III. Hasil dari 

penelitian berdasarkan teori Implementasi yang dikemukakan oleh Edwards III 

menunjukkan bahwa : 1) Komunikasi, penyampaian informasi kepada para 

petani melalui kegiatan bimbingan teknis (BIMTEK) atau sosialisasi. 2) 

Sumber Daya, masih terdapat masalah dalam sumber daya manusianya,  
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mayoritas petani sudah berusia lanjut sehingga pengetahuan dan pemahaman 

mereka terbatas. Pada ketersediaan sumber daya finansial dan sumber daya 

sarana dan prasarana tidak ada kendala signifikan. 3) Disposisi, belum bisa 

dikatakan berjalan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari manfaat langsung dari 

program ketahanan pangan bagi masyarakat belum terlihat secara signifikan. 

Meskipun demikian, para petani bertanggung jawab atas tugas dan tupoksinya 

masing-masing. 4) Struktur Birokrasi, terdapat SOP yang jelas namun 

koordinasi antar stakeholder yang terlibat belum berjalan dengan baik. 

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelian terdahulu, terlihat bahwa 

penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan baik dari segi topik, fokus, 

lokus, maupun kerangka teori yang digunakan. Penelitian ini mengangkat 

implementasi program ketahanan pangan berbasis Dana Desa melalui 

kebijakan internal desa, yang fokuskan di Kampung Bumi Dipasena Abadi, 

Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, sebuah wilayah 

pesisir yang belum banyak dijadikan lokasi penelitiann sebelumnya. Berbeda 

dari studi-studi sebelumnya yang umumnya menyoroti program ketahanan 

pangan dari sisi kebijakan pusat atau dinas teknis, penelitian ini menekankan 

pada inisiatif lokal desa dalam menyusun dan melaksanakan program 

ketahanan pangan secara kontekstual. Selain itu, penelitian ini menggunakan 

teori Charles O. Jones, yang menitikberatkan pada aspek organisasi, 

interpretasi, dan aplikasi atau penerapan. 

2.2 Kebijakan Publik 

Keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan tujuan yang 

dimaksudkan dan membawa perubahan yang diharapkan dikenal sebagai 

kebijakan publik. Dua gagasan mendasar dari kebijakan publik adalah publik 

dan kebijakan. Kebijakan adalah pilihan yang dibuat oleh para pelaku 

kebijakan yang berkuasa, sedangkan publik adalah masyarakat umum atau 

rakyat. Dengan demikian, kebijakan publik adalah pilihan yang dibuat oleh 

pemerintah atau negara, yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan 

kehidupan rakyat. "Kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan 

atau tidak dilakukan oleh pemerintah," menurut Edward III dan Sharkansy 
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mengatakan bahwa “kebijakan adalah serangkaian tujuan dan sasaran untuk 

program pemerintah, baik yang dilaksanakan atau tidak”. 

Agar pemerintah dapat memahami dan menyelesaikan berbagai masalah yang 

mungkin timbul selama pelaksanaan suatu kebijakan, maka kebijakan yang 

baik harus mempertimbangkan untuk siapa kebijakan tersebut ditujukan. Oleh 

karena itu, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik selalu memiliki fungsi 

tertentu dan dapat dilaksanakan dalam rangka mengatasi atau menyelesaikan 

berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat luas. Woll (dalam 

Tangkilisan 2003: 2) woll menyatakan bahwa kebijakan publik adalah 

serangkaian inisiatif pemerintah yang secara langsung mengatasi berbagai 

masalah masyarakat atau bekerja sama dengan organisasi lain yang berdampak 

pada kehidupan masyarakat. 

Definisi-definisi tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa kebijakan publik 

adalah tindakan yang diputuskan oleh pemerintah, bahwa pemerintah memiliki 

kewenangan penuh atas perumusan, penerapan kebijakan publik, dan 

pemerintah bekerja untuk mencapai tujuan demi kebaikan warga negaranya. 

Kebijakan dapat diartikan sebagai hukum. Kebijakan publik akan menjadi 

undang-undang yang harus diikuti jika dibuat dan disetujui oleh pejabat yang 

berwenang dan dapat menjadi undang-undang, peraturan pemerintah, atau 

bahkan peraturan presiden yang mencakup peraturan daerah. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis bagaimana peraturan desa yang disusun oleh 

masyarakat Kampung Bumi Dipasena Abadi berperan dalam pelaksanaan 

Program Ketahanan Pangan Dana Desa. Fleksibilitas dalam pengambilan 

keputusan melalui peraturan desa memungkinkan setiap desa untuk merancang 

program yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik wilayahnya. 

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

lebih jelas tentang efektivitas mekanisme desentralisasi dalam implementasi 

kebijakan di tingkat desa. 
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2.3 Implementasi Kebijakan Publik 

2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 

Penerapan dan implementasi merupakan hal yang sama. Setelah 

disahkannya suatu peraturan perundang-undangan, proses kebijakan 

berlanjut ke tahap implementasi. Implementasi kebijakan, menurut 

Ripley dan Franklin (dalam Winarno 2007:145), adalah apa yang terjadi 

setelah ditetapkannya suatu peraturan perundang-undangan yang 

memberikan kewenangan kepada program, kebijakan, manfaat, atau jenis 

keluaran yang nyata. Penerapan peraturan yang dirancang untuk 

mencapai tujuan kebijakan atau program-program dikenal sebagai 

implementasi kebijakan. Winarno (2016) mendefinisikan implementasi 

kebijakan sebagai penerapan peraturan perundang- undangan yang 

melibatkan berbagai aktor, organisasi, proses, dan metode kerja yang 

berkolaborasi untuk melaksanakan kebijakan dalam rangka mencapai 

tujuan program atau kebijakan. 

Menurut Grindle (dalam Winarno 2007), tujuan implementasi adalah 

menciptakan keterkaitan yang memudahkan tercapainya tujuan 

kebijakan sebagai hasil dari tindakan pemerintah. Hal ini mengandung 

makna bahwa operasi implementasi kebijakan pemerintah harus masuk 

akal dan memudahkan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Menurut 

Merilee S. Grindle, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua 

variabel utama: Isi kebijakan (content of policy): Meliputi kepentingan 

yang terlibat, jenis manfaat yang dihasilkan, tingkat perubahan yang 

diharapkan, serta sumber daya yang tersedia. Konteks implementasi 

(context of implementation): Mencakup lembaga-lembaga yang terlibat, 

kekuasaan dan kepentingan para aktor, strategi yang digunakan, serta 

karakteristik dan kapasitas lembaga pelaksana. 

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) (dalam Dzulqarnain et al. 

2022) proses implementasi merupakan suatu langkah yang dilakukan 

oleh suatu kelompok atau individu untuk mencapai tujuan selama 
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implementasi kebijakan, yang tentunya harus berdasarkan pada kaidah-

kaidah yang ada.Terdapat 6 variabel yang mempengaruhi implementasi 

kebijakan ini yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, 

karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antar 

organisasi dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Menurut Edward 

III Implementasi kebijakan ialah proses kompleks yang tidak hanya 

melibatkan pelaksana kebijakan, tetapi juga bagaimana kebijakan 

tersebut diterjemahkan dalam tindakan nyata oleh para pelaksana di 

lapangan. Implementasi kebijakan dalam Edward III di pengaruhi oleh, 

komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana dan struktur 

organisasi Menurut Charles O. Jones mendefinisikan implementasi 

kebijakan sebagai serangkaian aktivitas yang diarahkan untuk 

melaksanakan program atau kebijakan yang teralh di tetapkan. Faktor-

faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ialah organisasi, 

interpretasi dan aplikasi atau penerapan. 

2.3.2 Model Implementasi Kebijakan 

Menurut Charles O. Jones (1996), implementasi kebijakan publik adalah 

proses dinamis yang mengubah kebijakan yang telah dirancang ke dalam 

tindakan nyata di lapangan. Proses ini tidak sekadar tentang penerapan 

aturan yang tertulis, melainkan juga tentang bagaimana berbagai aktor 

termasuk pejabat pemerintah, birokrat, dan stakeholder terkait 

menginterpretasikan dan menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kondisi 

dan konteks yang ada di lapangan. 

1.Model Charles O Jones (1996) Model ini menjelaskan bahwa dalam 

melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan 

kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan. Berikut 

uraian lebih lanjut mengenai ketiga pilar tersebut. 

1). Organisasi 

Organisasi memiliki keterkaitan erat dengan birokrasi karena setiap 

kegiatan memerlukan birokrasi untuk menjalin komunikasi antara 
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pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Tujuan 

pengorganisasian adalah menjelaskan program-program yang telah 

direncanakan. Jones memaknai organisasi dalam implementasi 

kebijakan sebagai penentuan unit kerja, pembagian tugas yang jelas 

dalam memenuhi aspek sumber daya maupun sarana dan prasarana. 

Dalam pengorganisasian, terdapat beberapa kelompok, yaitu sumber 

daya dan metode. 

a. Sumber daya 

Sumber daya memegang peranan krusial dalam implementasi 

kebijakan, meliputi ketersediaan personel atau sumber daya 

manusia yang memadai dengan keterampilan yang relevan untuk 

menunaikan tugas, serta dukungan finansial dan fasilitas yang 

diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. 

b. Metode-metode 

Implementasi kebijakan menggunakan metode untuk memahami 

dinamika dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan kebijakan. 

Dengan menggunakan metode yang tepat, organisasi dapat 

mencapai tujuan kebijakannya secara lebih efektif. 

2). Interpretasi 

Interpretasi, sebagai pemahaman pelaksana dalam menerapkan 

keputusan, memerlukan pedoman atau petunjuk teknis yang jelas 

guna menghindari kebingungan dalam pelaksanaan tugas dan 

pencapaian tujuan. Interpretasi mencakup Standar Operasional 

Prosedur, serta penjelasan tugas-tugas untuk memastikan 

pemahaman yang sama oleh semua pihak yang terlibat, baik 

pelaksana maupun penerima kebijakan.Interpretasi menafsirkan 

agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat 

diterima serta dilaksanakan. 

Dalam indikator interpretasi terdapat dimensi Isi dan tujuan, 

sosialisasi, dan dukungan masyarakat 
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a. Isi dan Tujuan 

Dimensi ini berkaitan dengan pemahaman terhadap isi substansi 

kebijakan, yaitu apa yang ingin dicapai (tujuan), isi utama 

kebijakan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 

b. Sosialisasi 

Sosialisasi adalah proses menyampaikan isi dan maksud 

kebijakan kepada pihak-pihak terkait, baik internal birokrasi 

maupun kepada masyarakat. Sosialisasi ini mencakup: 

penyuluhan,forum dialog, dan edukasi kepada pelaksana dan 

penerima manfaat Tanpa sosialisasi yang memadai, interpretasi 

kebijakan akan berbeda-beda di tiap daerah, yang dapat 

menyebabkan kebijakan tidak dilaksanakan secara seragam atau 

bahkan menyimpang dari tujuan awal. 

c. Dukungan Masyarakat 

Implementasi kebijakan sangat bergantung pada legitimasi dan 

penerimaan masyarakat. Jika masyarakat tidak memahami atau 

tidak mendukung kebijakan, maka pelaksanaan di lapangan akan 

mengalami resistensi. Maka dari itu, kebijakan yang disusun 

harus memperhatikan kebutuhan lokal dan melibatkan partisipasi 

masyarakat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan. 

3). Aplikasi atau penerapan 

Aplikasi atau penerapan adalah tahapan di mana para aktor 

kebijakan melaksanakan kebijakan yang sesuai di lapangan. Setiap 

langkah dalam penerapan harus selaras dengan tujuan utama agar 

tidak terjadi penyimpangan. Dengan demikian, penerapan yang 

efektif memerlukan koordinasi dan komitmen dari semua pihak yang 

terlibat. Terdapat dimenasi SOP, sikap implementor, dan koordinasi 

& komitmen. 

a. Standar Operational Prosedur (SOP) 

Implementasi kebijakan sangat bergantung pada legitimasi dan 

penerimaan masyarakat. Jika masyarakat tidak memahami atau 
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tidak mendukung kebijakan, maka pelaksanaan di lapangan akan 

mengalami resistensi.Maka dari itu, kebijakan yang disusun harus 

memperhatikan kebutuhan lokal dan melibatkan partisipasi 

masyarakat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan. 

Fungsi SOP ialah menstandarkan proses kerja di seluruh level 

pelaksana, mecegah penyimpangan pelaksana dan memastikan 

adanya konrol dan akuntabilitas. 

b. Sikap Implementor 

Sikap pelaksana (implementor) sangat memengaruhi 

keberhasilan penerapan kebijakan. Sikap ini mencerminkan 

komitmen pribadi, pemahaman terhadap tujuan kebijakan, 

kemauan untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan pedoman 

c. Koordinasi   

Koordinasi adalah kemampuan antar unit atau lembaga pelaksana 

untuk bekerja secara sinkron dan terpadu. Dalam penerapan 

kebijakan, kegagalan koordinasi sering menjadi penyebab utama 

ketidakefektifan implementasi.  

d. Komitmen 

Merujuk pada tekad dan dedikasi semua pihak yang terlibat untuk 

menjalankan kebijakan sampai tuntas, meskipun menghadapi 

hambatan. Komitmen menjadi kunci utama dalam menjaga 

kesinambungan pelaksanaan kebijakan, terutama di daerah yang 

minim sumber daya atau penuh tekanan politik. 

 

2. Model Implementasi George C. Edward III 

Menurut Edward III (1980) terdapat empat variabel atau faktor yang 

memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, 

sumber daya, disposisi dan struktur organisasi.   

1) Komunikasi 

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan komunikasi implementor, kemampuan implementor 

untuk menyampaikan tujuan dan sasaran kebijakan dengan jelas dan 
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tepat kepada kelompok sasaran. Komunikasi yang baik membantu 

mengurangi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan. 

Komunikasi dalam Edward III dapat dilakukan melalui rapat antara 

pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan, sosialisasi, dsb. 

2) Sumber Daya 

Sumber Daya Manusia meliputi jumlah personel yang terlibat, 

kualifikasi, kompetensi, motivasi, dan komitmen mereka dalam 

melaksanakan kebijakan. Sumber Daya Finansial meliputi anggaran 

yang tersedia untuk membiayai seluruh kegiatan implementasi, 

mulai dari perencanaa, pelaksanaan, hingga evaluasi. Sumber Daya 

Fasilitas meliputi sarana prasarana yang tersedia. 

3) Disposisi 

Disposisi implementor yang mencakup karakteristik seperti 

kejujuran, komitmen, dan sikap demokratis, dapat memengaruhi 

keberhasilan implementasi suatu kebijakan 

4) Struktur Birokrasi 

Struktur organisasi dan birokrasi mempengaruhi implementasi 

kebijakan. Aspek strukktur organisasi termasuk Standar Operasional 

Prosedur (SOP).  

 

3.Model Implementasi Van Meter dan Van Horn 

a) Standar dan sasaran kebijakan 

Standar dan sasaran kebijakan harus dapat terukur dan jelas sehingga 

dapat direalisir. Apabila sasaran dan standar kebijakan kabur, maka 

akan menimbulkan multiinterpratsi dan mudah menimbulkan 

konflik diantara para agen implementasi 

b) Sumber daya 

Implementasi kebijakan membutuhkan dukungan sumbe daya yang 

meliputi sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. 

c) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas 

Sebuah program memerlukan koordinasi dan dukungan dari instansi 

lain. Hal tersebut diperlukan kerjasama dan koordinasi antar instansi 
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untuk mencapai keberhasilan satu program  

d) Karakteristik agen pelaksana 

Mencakup struktur birokrasi, pola-pola hubungan yang terjadi dalam 

birokrasi, dan norma-norma, yang semuanya itu dapat 

mempengaruhi implementasi suatu program. 

e) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi 

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang 

mampu mendukung keberhasilan implementasi. Karakteristik para 

partisipan yaitu menolak atau mendukung bagaimana sifat dari opini 

publik yang ada di lingkungan, dan apakah elite politik  

f) Disposisi Implementor 

Disposisi implementor mencakup tiga hal penting yaitu: 1). Respons 

implementor terhadap kebijakan, yang dapat mempengaruhi 

kemampuannya dalam melaksanakan kebijakan; 2). Kognisi, yaitu 

pemahaman terhadap kebijakan; 3) Intensitas disposisi implementor, 

yitu prefensi nilai yang dimiliki oleh implementor. 

Berdasarkan pejelasan tersebut, penelitian ini akan berfokus pada model 

Charles O Jones (1996). Hal tersebut dikarnakan teori Charles O Jones 

sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, dimana terdapat tiga 

indikator yang dapat membantu menjelaskan keberhasilan implementasi 

program ketahanan pangan di Kampung Bumi Dipasena Abadi 

Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang yaitu 

pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan. 

2.4 Dana Desa 

2.4.1 Pengertian Dana Desa 

Kedudukan desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

semakin kokoh dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa. Dalam rangka mewujudkan tujuan bersama untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemberlakuan undang-undang 

ini memperjelas tugas, peran, dan fungsi desa dalam mengelola desa, 

menyelenggarakan pemerintahan desa, dan memberikan pelayanan 
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kepada masyarakat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014, fungsi pengaturan pemerintahan desa tidak akan lepas dari 

tujuan pengaturan desa yang menjadi landasan pembangunan desa.  

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan khusus bagi desa. Dana 

tersebut disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk mendukung berbagai 

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Terkait dengan 

rincian APBN 2022, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden 

Nomor 104 Tahun 2021. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa paling 

sedikit 40% alokasi dana desa harus digunakan untuk program 

perlindungan sosial berupa BLT (Bantuan Langsung Tunai) bagi desa. 

Selain itu, pemerintah desa harus menyisihkan paling sedikit 20% 

anggarannya untuk ketahanan pangan dan hewani, 8% untuk 

penanggulangan COVID-19, dan sisanya untuk penambahan 

infrastruktur dan kebutuhan pemberdayaan masyarakat. 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi (PDTT) Nomor 7 Tahun 2023 yang mengatur secara rinci 

prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2024 juga mengatur 

mengenai dana desa ini.  

Dimana Program Ketahanan Pangan Nabati dan Hewan menjadi salah 

satu prioritas alokasi dana daerah. Pada tahun 2024, Prioritas Dana Desa 

meliputi hal- hal sebagai berikut: 

1. Ketahanan Pangan dan Hewani. 

 Pembangunan infrastruktur pertanian (irigasi, jalan usaha 

tani) 

 Penyediaan sarana dan prasarana pascapanen. 

 Pemberiaan bantuan benih, pupuk, dan peralatan pertanian. 

 Pelatihan dan penyuluhan pertanian. 

 Pengembangan kelompok tani. 
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 Pembangunan pasar desa. 

2. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

 Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). 

 Pelatihan keterampilan masyarakat. 

 Pemberdayaan perempuan. 

 Pengembangan pariwisata desa. 

 Pembinaan pemuda. 

3. Infrastruktur Dasar. 

 Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa. 

 Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum (puskesmas, 

sekolah, dll) 

 Penyediaan air bersih. 

 Pengelolaan sampah. 

 Penerangan jalan.” 

4. Penanggulangan Bencana. 

 Pembangunan infrastruktur penanggulangan bencana. 

 Penyediaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan 

bencana. 

 Pelatihan kesiapsiagaan bencana. 

2.4.2 Fungsi Dana Desa 

Rencana Kerja Pemerintah Desa menyebutkan bahwa pemanfaatan Dana 

Desa diutamakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa, meningkatkan mutu hidup manusia, dan mengurangi 

kemiskinan. Selain itu, dana desa disisihkan untuk pembangunan 

prasarana dan sarana. Dana desa sangat penting untuk kemajuan suatu 

desa: 

a) Memberdayakan desa : desa menjadi lebih mandiri dalam 

mengelola pembangunannya. Pemerataan pembangunan: desa 

dan kota merupakan pusat pembangunan. 

b) Peningkatan keterlibatan masyarakat: Masyarakat desa berperan 
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aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan. 

Dana Desa digunakan untuk mendukung ketahanan pangan melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Ketersediaan, 

pemanfaatan, dan keterjangkauan pangan di masyarakat diwujudkan 

melalui pemanfaatan Dana Desa. Sesuai dengan hak kolektif desa, 

pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengembangkan 

masyarakat (Lai & Tang, 2016). Berikut ini tindakan yang dapat 

dilakukan untuk memanfaatkan keuangan desa bagi ketahanan pangan di 

desa: 

1. Memastikan bahwa Desa memiliki kewenangan atas program 

dan kegiatan yang direncanakan; 

2. Dibahas dan disetujui dalam musyawarah desa; 

3. RKP Desa dan APB Desa memuat program dan kegiatan yang 

telah dijadwalkan; dan 

4. RKP Desa dan APB Desa diterbitkan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

2.4.3 Alokasi Dana Desa 

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Pasal 72 Ayat 1 (d) dan Ayat 4 

tentang desa menyatakan bahwa pemerintah menjelaskan sumber 

pendapatan desa berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat 

dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 

10 % setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dibagi untuk setiap desa 

secara proporsional merupakan alokasi dana desa. Sesuai dengan potensi 

dan karakteristik desa, penyaluran dana desa di Kampung Bumi 

Dipasena Abadi ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, 

pendapatan desa dan masyarakat, serta mendukung proyek infrastruktur 

desa. 
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2.5 Kebijakan Ketahanan Pangan 

Program ketahanan pangan di desa merupakan salah satu upaya untuk 

menurunkan angka kemiskinan ekstrem di desa sebagaimana tertuang dalam 

Keputusan Menteri Desa Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan 

Pangan di Desa. Program ini juga bertujuan untuk memastikan seluruh 

penduduk desa memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan tidak terjadi 

kerawanan ketersediaan pangan di desa melalui kegiatan pelatihan, 

pengembangan, serta pengadaan alat dan teknologi produksi. Kegiatan terkait 

ketahanan pangan terbagi dalam beberapa subsektor, yaitu pertanian, 

peternakan, perikanan, dan kelautan. Dalam hal ini, percepatan komoditas 

pangan harus didukung oleh Dana Desa agar dapat meningkatkan kesejahteraan 

dan kemakmuran di desa. Agar masyarakat desa mampu memenuhi kebutuhan 

pangan di desa secara mandiri, maka dana desa untuk percepatan produksi 

pangan harus dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan. Masyarakat 

desa harus mampu mendukung kegiatan mulai dari produksi, penyediaan lahan 

dan prasarana terkait, pengolahan, hingga pemasaran. Pemerintah desa 

mengalokasikan dana desa yang dicairkan oleh pemerintah pusat kepada 

pemerintah desa dalam rangka melaksanakan Kebijakan Program Ketahanan 

Pangan ini. 

Ketahanan pangan dari Dana Desa dikelola langsung dari kampung dbawah 

pendampingan Dinas PMKK (Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kampung/Kelurahan).  

Tujuan utama Program Ketahanan Pangan ini ialah: 

1) Meningkatkan produksi pangan lokal, melalui berbagai kegiatan seperti 

pengembangan pertanian, perikanan, dan peternakan 

2) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan membangun pasar 

desa, infrastruktur pertanian, dan distribusi pangan (inisiatif pemasaran 

yang ditujukan untuk mempromosikan dan memungkinkan pengiriman 

pangan) 

3) Meningkatkan kualitas dan keragaman pangan, mendorong produksi 
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pangan yang bergizi dan beragam 

4) Memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat desa 

melalui sektor pertanian, perikanan, dan peternakan 

5) Meningkatkan ketahanan terhadap bencana, membangun sistem 

peringatan dini, dan cadangan pangan untuk menghadapi situasi darurat. 

Peraturan Kampung Bumi Dipasena abadi Nomor 09 Tahun 2023 tentang 

penetapan jenis ketahanan pangan tahun 2024 pada pasal 6 dijelaskan dalam 

penguatan ketahanan pangan meliputi: 

(1) Pengembangan usaha pembudidayaan udang, 

(2) Pengolahan pasca panen 

(3) Peningkatan atau perawatan jalan usaha tani, 

(4) Memperkuat isu-isu lain terkait ketahanan pangan yang telah diputuskan 

oleh pemerintah daerah dan dibahas bersama, dan 

(5) Penerima bantuan ketahanan pangan adalah orang perseorangan atau 

kelompok masyarakat yang ditetapkan melalui keputusan kepala 

kampung. 

Disini dijelaskan bahwa ketahanan pangan dapat dilakukan dengan 

pengembangan usaha pembudidayaan udang salah satu upaya pemerintah 

kampung untuk mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan pangan yang 

cukup dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin serta 

peningkatan kesejateraan masyarakat maka di gulirkanlah bantuan berupa 

benih benur yang diputuskan melalui musyawarah desa serta perawatan jalan 

usaha tani untuk membantu dalam pendistribusian pangan. Untuk mencapai 

mufakat mengenai masalah-masalah penting, Badan Permusyawaratan Desa, 

Pemerintah Desa, dan warga masyarakat menyelenggarakan musyawarah desa 

ini. 

2.6 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir, menurut Sugiyono (2017), merupakan model konseptual 

tentang bagaimana teori terkait dengan beberapa elemen yang telah diakui 

sebagai isu penting. Oleh karena itu, kerangka pikir harus menjadi landasan 
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bagi semua pengembangan paradigma. Kerangka pikir membantu peneliti 

dalam mengonfirmasi penyusunan masalah dan dalam memilih serta 

mengidentifikasi model yang selaras dengan tujuan penelitian.  Adanya  

ketidaksesuaian  antara  program  yang diberikan oleh pemerintah kabupaten 

terkait program ketahanan pangan melalui dana desa dengan permasalahan 

yang terjadi di Kampung Bumi Dipasena Abadi menyebabkan terjadinya 

pengalokasian bantuan bibit sayur-sayuran dan buah-buahan yang tidak 

berhasil atau gagal dikarrnakan letak geografis wilayah, Sumber Daya Alam 

berupa air, tanah yang terbatas pada wilayah ini. Sebagai upaya agar tidak 

terjadi ketidaksesuaian antara program yang dicanangkan pemerintah 

kabupaten kepada desa maka pemerintah kabupaten memberikan kebebasan 

kepada desa untuk menentukan program bantuan apa yang sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing desa. 

Pemerintah kampung membuat dan menetapkan kebijakan Peraturan Kampung 

Bumi Dipasena Abadi Nomor 09 Tahun 2023 Tentang Penetapan Jenis 

Ketahanan Pangan Tahun 2024 Kampung Bumi Dipasena Abadi Kecamatan 

Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang. Pada pasal 6 dijelaskan bahwa 

penguatan ketahanan pangan meliputi:1) pengembangan usaha pembudidayaan 

udang; 2) pengolahan pasca panen; 3) peningkatan/ perawatan jalan usaha tani; 

4) penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa 

dan diputuskan dalam musyawarah desa; 5) Penerima bantuan penguatan 

ketahanan pangan adalah orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang 

ditetapkan melalui keputusan kepala kampung. Pada tahun 2024 program 

ketahanan pangan yang ditetapkan di Kampung Bumi Dipasena Abadi ialah 

berupa perawatan jalan usaha tani dan bantuan benur. Namun, dalam rangka 

implementasi program ketahanan pangan di Kampung Bumi Dipasena Abadi 

faktanya masih banyak permasalahan yang terjadi. Dengan melihat adanya 

permasalahan yang terjadi peneliti akan mengukur proses keberhasilam 

pengimplementasian program ketahanan pangan ini dengan menggunakan 

teori Charles O Jones 
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Gambar 1. Kerangka Pikir 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025 

Peraturan Kampung Bumi Dipasena Abadi Nomor 09 Tahun 2023 Tentang 

Penetapan Jenis Ketahanan Pangan Tahun 2024 Kampung Bumi Dipasena 

Abadi Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang. 

Adanya ketidaksesuaian antara program yang diberikan oleh 

pemerintah kabupaten dengan permasalahan yang terjadi di desa 

Implementasi Program Ketahanan Pangan Berupa (Studi di 

Kampung Bumi Dipasena Abadi Kecamatan Rawajitu Timur 

Kabupaten Tulang Bawang) 

Program Ketahanan Pangan Berupa Bantuan Benur dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan 

 

 

Implementasi Kebijakan Charles O Jones (1996) 

1. Organisasi 

2. Interpretasi 

3. Aplikasi atau penerapan 

 

Terdapat penyimpangan dalam 

pelaksaanaan program bantuan benur 

ketahanan pangan yaitu tidak memenuhi 

syarat KTP asli daerah 

Belum terdapat  petunjuk  resmi  mengenai 

juknis pemberian bantuan benur 

Kurangnya koordinasi antara pemerintah 

kampung dengan dinas perikanan 

kabupaten tulang bawang 

 

Tidak Terimplementasi Terimplementasi 
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III METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci suatu fenomena, 

keadaan, atau situasi tertentu dengan menggunakan metode kualitatif.. Hasil 

penelitian kualitatif mengutamakan makna daripada generalisasi, analisis data 

bersifat induktif, dan triangulasi digunakan dalam metode pengumpulan data 

(Sugiyono, 2020). Dengan mengumpulkan data yang komprehensif, penelitian 

kualitatif bertujuan untuk memberikan penjelasan terperinci tentang kejadian-

kejadian di masyarakat. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan dan kenyataan 

dari data yang diawali dengan permasalahan, maka penulis menggunakan 

metode kualitatif. Untuk dapat mengetahui bagaimana Program Ketahanan 

Pangan Dana Desa dilaksanakan dan apa makna dari setiap fenomena tersebut 

dari sudut pandang masyarakat Kampung Bumi Dipasena Abadi. Informasi 

tersebut akan dihimpun melalui hasil wawancara dengan informan dan 

narasumber yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai topik-topik 

yang terkait dengan rumusan penelitian. 

3.2 Fokus Penelitian 

Batasan masalah yang dimaksudkan untuk memandu penelitian adalah fokus 

penelitian, menurut (Sugiyono, 2020). Peneliti tidak akan melihat setiap aspek 

dari suatu objek atau situasi sosial tertentu karena keterbatasan tenaga kerja, 

keuangan, dan waktu, serta untuk menjamin bahwa temuan penelitian lebih 

terarah. Oleh karena itu, menentukan fokus menjadi penting. Fokus penelitian 

membantu menjaga proses pengumpulan data lebih terfokus dan mencegahnya 

meluas ke isu-isu lain yang tidak terkait. Fokus penelitian pada implementasi 
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program ketahanan pangan Dana Desa di Kampung Bumi Dipasena Abadi 

mengacu pada aspek-aspek teori implementasi Charles O. Jones (1996): 

1. Organisasi 

Organisasi berarti peembentukan atau penataan kembali sumber daya, dan 

metode untuk menjadikan program berjalan. Berikut dimensi-dimensi yang 

terdapat dalam indikator organisasi: 

a. Sumber daya 

Sumber daya yang mendukung dalam implementasi program ketahanan 

pangan terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan 

sumber daya fasilitas. Pada penelitian ini berfokus untuk mengetahui 

bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh Kampung Bumi Dipasena 

Abadi dalam mengimplementasikan program ketahanan pangan apakah 

sudah sesuai atau justru masih belum efektif. 

b. Metode 

Pada penelitian ini akan meneliti tentang metode yang digunakan dalam 

pembagian dana program ketahanan pangan, pemberian bantuan 

program ketahanan pangan, pengembalian hasil bantuan atau hibah dari 

bantuan benur ketahanan pangan tersebut. 

2. Interpretasi 

Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemahaman para 

implementor terhadap sasaran dan standar kebijakan telah sesuai dengan 

target yang ditentukan, serta untuk melihat apakah implementasi program 

ketahanan pangan di Kampung Bumi Dipasena Abadi telah mencapai 

sasaran yang diharapkan. 

a. Isi dan Tujuan 

Dalam isi dan tujuan jelas dikatakan bahwa untuk terselenggaranya 

kebijakan maka implementor dalam hal ini adalah sebagai tim 

koordinasi. Maka dari itu dalam fokus penelitian ini akan melihat apakah 

implementor memahami kebijakan yang telah dibuat dan mampu 
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menyampaikan kepada masyarakat terutama sasaran dari program 

ketahanan pangan di Kampung Bumi Dipasena Abadi. 

b. Sosialisasi 

Sosialisasi merupakan salah satu upaya pelayanan yang memegang 

peranan penting dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 

masyarakat akan program ketahanan pangan. Penelitian ini berfokus 

meneliti bagaimana cara implementor dalam menyebarluaskan informasi 

tentang program ketahanan pangan kepada masyarakat. 

c. Dukungan Masyarakat 

Dukungan yang baik dapat dilihat dengan optimalnya kebijakan yang 

dilakukan pemerintah, hal ini ditentukan dengan baiknya respon yang 

diberikan oleh masyarakat selaku pelaksana kebijakan. Penelitian ini 

berfokus dengan respon dari masyarakat Kampung Bumi Dipasena 

Abadi dalam mendukung program ketahanan pangan ini. 

3. Aplikasi atau penerapan 

Aplikasi adalah penerapan segala keputusan dan peraturan dengan 

berpedoman pada ketentuan dan prosedur. Setiap langkah dalam penerapan 

harus diselaraskan dengan tujuan utama agar tidak terjadi penyimpangan. 

Penerapan yang efektif memerlukan koordinasi dan komitmen dari semua 

pihak yang terlibat. 

a. Standar Operasional Prosedur 

Bagaimana Standar Operasional Prosedur yang dijalankan dalam proses 

penyaluran program ketahanan pangan yang dilakukan oleh para 

implementor. Apakah sudah sesuai dan sampai kepada kriteria penerima 

manfaat atau terdapat penyimpangan 

b. Sikap Implementor 

Sikap dapat  mempengaruhi motivasi, antusiasme, dan kinerja mereka 

dalam menjalankan tugas-tugas. Sikap implementor adalah faktor krusial 

dalam keberhasilan impelemntasi kebijakan publik. Sikap positif mereka 

akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan program 

pemerintah. Penelitian ini akan melihat bagaimana sikap daripada 
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implementor dalam penerapan program ketahanan pangan ini, melihat 

dari sikap positif maupun negatif dalam pengimplementasian program 

ketahanan pangan. 

c. Komitmen  

Komitmen implementor merupakan tingkat keterikatan, dedikasi, dan 

tanggung jawab implementor terhadap keberhasilan program. Komitmen 

tercermin dalam tindakan nyata, kesediaan berkorban, dan fokus pada 

tujuan jangka panjang program. Penelitian ini akan berfokus pada 

bagaimana komitmen yang dilakukan oleh para implementor dalam 

bertanggung jawab dan dedikasi dalam implementasi program ketahanan 

pangan ini.  

d. Koordinasi  

Implementor ialah kemampuan dan efektivitas implementor dalam 

bekerja sama, berkomunikasi, dan berkolaborasi dengan pihak-pihak 

terkait (sesama implementor, pemerintah desa, masyarakat, dll.) untuk 

mencapai tujuan bersama. Koordinasi yang baik antar implementor akan 

memastikan pembagian tugas yang jelas, aliran informasi yang efektif, 

dan penyelesaian masalah yang cepat. Pada penelitian ini akan berfokus 

pada koordinasi implementor dengan pihak internal maupun eksternal. 

2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Implementasi Program 

Ketahanan Pangan di Kampung Bumi Dipasena Abadi, Kecamatan 

Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang. 

3.3 Lokasi Penelitian 

Daerah atau lokasi penelitian disebut lokasi penelitian. Setiap pertanyaan yang 

berkaitan dengan rumusan penelitian dapat dijawab oleh masyarakat dan lokasi 

yang dipilih untuk penelitian yaitu Desa Bumi Dipasena Abadi, Kecamatan 

Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, akan menjadi 

lokasi penelitian ini. Bantuan benur dan perawatan jalan usaha tani merupakan 

salah satu upaya ketahanan pangan terkini yang dilakukan di Desa Bumi 
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Dipasena Abadi, yang berupaya untuk membangun kembali perekonomian, 

mata pencaharian masyarakat, pendistribusian pangan serta mengatasi 

permasalahan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Hal ini 

menjadi alasan lain mengapa penulis memilih daerah ini sebagai lokasi 

penelitiannya. Di sini ditemukan berbagai permasalahan dan fenomena terkait 

program ketahanan panngan di Kampung Bumi Dipasena Abadi. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1. Data Primer 

Data primer adalah sumber yang memberikan data langsung kepada 

pengumpul data, menurut Sugiyono (2013). Data primer dapat berupa 

sudut pandang individu atau kolektif. Dua metode utama 

pengumpulan data yang dapat digunakan peneliti adalah dokumentasi, 

wawancara, dan observasi. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai petani 

penerima manfaat program, petani yang belum mendapatkan bantuan, 

para pembuat kebijakan, ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan 

melakukan pengamatan langsung di Kampung Bumi Dipasena Abadi, 

Kecamatan Rawajitu Timur, untuk mengumpulkan data primer.  

 

3.4.2 Data Sekunder 

Sugiyono (2013) mendefinisikan data sekunder sebagai sumber yang 

tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti 

melalui dokumen atau orang lain. Apabila data yang diperlukan tidak 

tersedia dari sumber yang berfungsi sebagai data.primer, data sekunder 

juga dapat diartikan sebagai informasi tambahan yang akan melengkapi 

data peneliti. Untuk kemudian dapat digunakan sebagai penunjang 

penelitian, data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dari jurnal 

dan artikel berita yang relevan dengan penelitian. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan tujuan utama penelitian, teknik pengumpulan 

data merupakan langkah yang sangat penting dalam proses tersebut (Sugiyono, 

2013). Metode pengumpulan data berikut yang digunakan oleh peneliti: 
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3.5.1 Wawancara 

Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2013) menyatakan bahwa wawancara 

merupakan pertemuan antara dua orang dengan tujuan untuk saling 

bertukar pikiran dan informasi melalui tanya jawab yang berujung pada 

komunikasi dan terciptanya suatu pengertian bersama mengenai suatu 

pokok bahasan tertentu. Peneliti memanfaatkan wawancara sebagai 

metode pengumpulan data apabila ingin mendapatkan informasi yang 

lebih rinci dari responden atau apabila ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah- masalah yang perlu diteliti 

lebih lanjut.  

Wawancara mendalam dan terbuka antara informan dengan peneliti 

dilakukan untuk mengajukan dan menerima pertanyaan mengenai 

pelaksanaan Program Ketahanan Pangan di Kampung Bumi Dipasena 

Abadi. Narasumber penelitian dipilih berdasarkan informasi yang 

dimilikinya yang dapat dipercaya mengenai pelaksanaan Program 

Ketahanan Pangan di Kampung BD Abadi berupa bantuan Benur. Dalam 

wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara secara terstruktur 

yaitu peneliti akan menyiapkan daftar pertanyaan pokok yang terperinci 

terkait pengimplementasian program ketahanan pangan kepada para 

narasumber.  

Berikut ini beberapa narasumber dalam wawancara yang akan 

dilakukan terkait implementasi program ketahanan pangan.  

Tabel 4 Narasumber wawancara 
 

No Narasumber Jabatan 

1. Nuh Hudawi Kepala Kampung 

2. Sobri Kepala Urusan Keuangan 

3. Heru prayoga Sekretaris Kampung 

4. Sudarto Kepala Urusan Perencanaan, TU, Administrasi & Umum 

Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) 

5. Kardiyo Ketua Badan Permusyawaratan Kampung 

(BPK) 

6. Alimin Warga Penerima Bantuan Benur Rw 08 

7. Rudi Warga yang tidak menerima bantuan Rw 10 

8. Alpian Ketua RW 09 dan Penerima Bantuan  

9. Agus Warga yang tidak menerima bantuan Rw 11 

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025 
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3.5.2 Dokumentasi 

Metode pengumpulan data berbasis dokumentasi menggunakan 

catatan peristiwa sejarah. Gambar, teks, dan karya besar seseorang 

dapat dianggap sebagai dokumen. Peraturan, jurnal, biografi, riwayat 

hidup, dan kebijakan merupakan contoh dokumen tertulis. Namun, 

catatan berbentuk gambar, seperti gambar, film, foto, dan lain- lain 

(Sugiyono, 2013). Gambar, surat keputusan, data pelaksanaan 

program ketahanan pangan, foto, dan informasi tentang pelaksanaan 

program ketahanan pangan dilaksanakan di Kampung BD Abadi 

Tabel 5. Dokumentasi 

No Dokumen Keterangan 

1. Undang-undang No. 18 Tahun 2012  

 

Tentang Pangan  

 

2. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 

 

Tentang Desa 

3. Peraturan Menteri Keuangan ( PMK ) 

146 Tahun 2023  

Tentang ketentuan umum, pengalokasian 

dana desa setiap desa, penyaluran, 

penggunaan 

 

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Nomor 13 Tahun 2023 

 

Tentang Petunjuk operasional atas fokus 

penggunaan dana desa tahun 2024 

 

5 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

Surat Edaran Bupati Kabupaten 

Tulang Bawang No 

B/000/1/IV,11/TB/II/2024 

 

 

 

Peraturan Kampung Bumi Dipasena 

Abadi Nomor 09 Tahun 2023 

 

 

 

 

Keputusan Kepala Kampung Bumi 

Dipasena Abadi Nomor 03 Tahun 

2024 

Tentang Pedoman Fokus Penggunaan 

Dana Desa Untuk Dukungan Program 

Ketahanan Pangan Paling Rendah 20% 

dari Pagu Dana Desa Setiap Kampung di 

Kabupaten Tulang Bawang 

 

Tentang Penetapan Jenis Ketahanan 

Pangan Tahun 2024 Kampung Bumi 

dipasena Abadi Kecamatan Rawajitu  

Timur  Kabupaten Tulang Bawang. 

 

 

Pembentukan dan Penetapan Tim 

Pengelola Kegiatan (TPK) Tahun 2024 

Kampung Bumi Dipasena Abadi, 

Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten 

Tulang Bawang. 

Sumber: Data diolah Peneliti, 2024 

3.5.3 Observasi 

Menurut Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2013) mengemukakan 

bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses 

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara 
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yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik 

pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan 

dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi umumnya 

dilaksanakan pada awal kegiatan survey yang bisa dilakukan bersama 

dengan studi dokumen atau eksperimen. Ada dua tipe observasi, yakni 

observasi berperan serta (Participant Observation) dan observasi 

nonpartisipasipan. Observasi partisipatif merupakan cara pengamatan 

dengan berpartisipasi dalam kejadian yang sedang diteliti. 

Pada penelitian ini observasi yang dilakukan penulis adalah dengan 

melihat atau mengamati hasil panen dari pemberian bantuan benur 

kepada warga penerima yang memperoleh bantuan melalui mekanisme 

hibah, bukan pada tahap awal distribusi, melainkan pada fase perguliran 

bantuan. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Dalam melakukan penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama dan 

setelah proses pengumpulan data selesai (Sugiyono, 2013). Dalam analisis data 

kualitatif, Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa analisis data 

kualitatif bersifat interaktif dan berlangsung terus menerus hingga selesai, 

sehingga data menjadi jenuh. Tiga aktivitas merupakan bagian dari teknik 

analisis data model Miles dan Huberman yang digunakan dalam penelitian ini. 

Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan tiga 

langkah dalam alur tersebut. Model interaktif, merupakan salah satu model 

analisis data yang disajikan oleh Miles dan Huberman, akan digunakan oleh 

peneliti. Menurut model interaktif, reduksi dan penyajian data didasarkan pada 

temuan data yang disimpilkan, selanjutny yaitu pada proses penarikan 

kesimpulan dan verifikasi, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut: 
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Gambar 2. Komponen Analisis Data: Model Interaktif 

Sumber: Miles dan Huberman (1992) dalam Hardani et al., (2020)” 

3.6.1 Pengumpulan Data 

Tahapan awal dalam penelitian merupakan proses perhimpunan bahan 

dari berbagai referensi seperti wawancara, catatan lapangan, observasi, 

dan dokumentasi. Bahan ini merupakan bahan mentah yang akan 

dianalisis. Contohnya peneliti melakukan wawancara dengan kepala 

kampung, ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK), serta beberapa warga 

penerima dan non penerima bantuan benur. Observasi juga dilakukan 

terhadap kondisi tambak, dan jalan usaha tani di Kampung BD Abadi  

3.6.2 Reduksi Data (Data Reduction) 

Sugiyono (21013) menyatakan bahwa reduksi data meliputi meringkas, 

memilih ide-ide kunci, berkonsentrasi pada elemen- elemen penting, dan 

mencari tema dan pola. Hasilnya, data yang diringkas akan menyajikan 

gambaran yang lebih jelas dan memudahkan pengumpulan data lebih 

lanjut oleh peneliti. Reduksi data adalah bagian analisis yang dapat 

mempertajam, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

menggolongkan data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan-

simpulan selanjutnya bisa ditarik dan diverifikasi. Di Kampung Bumi 

Dipasena Abadi, data yang direduksi dapat membantu peneliti 

memahami temuan penelitian dan menyoroti poin- poin penting. Data 

tersebut juga dapat mempermudah analisis data terkait cara 

melaksanakan program ketahanan pangan berupa bantuan benih udang. 
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Contoh pada wawancara di Kampung BD Abadi ditemukan berbagai 

pendapat masyarakat mengenai program ketahanan pangan berupa 

bantuan benur. Beberapa informan menyatakan bahwa proses seleksi 

penerima sudah sesuai dengan kriteria, sementara sebagian lainnya 

merasa tidak transparan. Peneliti mereduksi data dengan memilah 

informasi berdasarkan tema: “transparansi seleksi, kondisi tambak, dan 

pemanfaatan bantuan.” Data yang tidak relevan disisihkan oleh peneliti.  

3.6.3 Penyajian Data (Data Display) 

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya.. Dalam hal ini, teks naratif merupakan metode yang paling 

sering digunakan oleh Miles dan Huberman (1984) untuk 

mengomunikasikan data dalam penelitian kualitatif. Selain itu, 

disarankan agar data dapat ditampilkan menggunakan grafik, matriks, 

jaringan, dan bagan, selain teks naratif. Contoh, Penyajian data pada 

penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan 

hasil temuan dalam wawancara terhadap informan yang memahami 

pelaksananaan program ini, serta menghadirkan dokumen sebagai 

penunjang data. 

3.6.4 Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah akhir dalam analisis data 

kualitatif, menurut Miles dan Huberman (1992). Kesimpulan yang 

diambil harus sesuai dengan tujuan, fokus, dan temuan penelitian yang 

telah diteliti atau diinterpretasikan dengan menggunakan data dari hasil 

wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

berpotensi menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, namun 

mungkin juga belum mampu menjelaskan rumusan masalah tersebut 

(Sugiyono, 2013).  

3.7 Teknik Keabsahan Data 

Tingkat keabsahan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti disebut 
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keabsahan data. Tingkat kesesuaian antara data yang dapat dilaporkan oleh 

peneliti dengan data yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian disebut 

keabsahan. Dengan demikian, data yang konsisten antara laporan peneliti 

dengan kejadian sebenarnya pada objek penelitian dianggap sah. Menurut 

Sugiyono (2013), uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji 

credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), 

dependability (reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas). 

3.7.1 Uji Credibility 

Semua penelitian harus kredibel agar temuannya dapat dijelaskan. Dalam 

penelitian kualitatif, kredibilitas adalah tingkat kepercayaan terhadap 

temuan penelitian atau kapasitas untuk mencapai tujuan pemeriksaan 

masalah yang rumit. Peneliti menggunakan berbagai teknik, termasuk 

yang berikut ini, untuk melakukan uji kredibilitas guna menjaga validitas 

penelitian: 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan ulang 

melalui pengamatan yang diperpanjang. Hal ini memungkinkan 

peneliti untuk menemukan data terkini dan mengonfirmasi keakuratan 

data yang telah dikumpulkan. Contohnya peneliti kembali ke 

Kampung BD Abadi untuk melakukan wawancara lanjutan dengan 

Kepala Kampung dan dua warga penerima bantuan benur. Hal ini 

dilakukan guna memastikan bahwa data yang sebelumnya diperoleh 

tetap konsisten dengan kondisi terbaru di lapangan serta untuk 

menggali informasi tambahan terkait efektivitas distribusi bantuan 

benur. 

b. Triangulasi 

Dalam pengujian kredibilitas, triangulasi adalah proses pemeriksaan 

data dari beberapa sumber dengan menggunakan pendekatan, strategi, 

dan waktu yang berbeda-beda untuk mendapatkan data yang dapat 

dipercaya dengan cara mengonfirmasi keakuratan informasi di 

lapangan (Sugiyono, 2013). Agar hasil penelitian dianggap dapat 

dipercaya, maka informasi tersebut harus divalidasi. Peneliti 
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menggunakan triangulasi sumber dalam penelitian ini. Untuk 

mengonfirmasi keakuratan data, peneliti akan meminta klarifikasi 

kepada informan terkait lainnya apabila terdapat ketidaksesuaian 

informasi yang diberikan oleh informan mengenai pelaksanaan 

Program Ketahanan Pangan. Contohnya dalam wawancara awal, 

kepala kampung menyatakan bahwa distribusi bantuan benur 

dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan secara 

musyawarah. Untuk menguji kebenaran informasi tersebut, peneliti 

mewawancarai ketua Rw dan salah satu warga non-penerima. Dari 

keterangan ketiganya, diperoleh konfirmasi bahwa kriteria tersebut 

memang disepakati dan disosialisasikan kepada masyarakat. 

3.7.2 Uji Transferability 

Transferability merupakan validitas eksternal strategi yang digunakan 

dalam penelitian kualitatif yang menuntut peneliti untuk menyampaikan 

temuan mereka dengan cara yang teliti dan seakurat mungkin dan yang 

dapat menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Agar 

deskripsi dapat dipahami, deskripsi tersebut harus dapat menyampaikan 

informasi yang tepat. Contohnya peneliti menjelaskan secara rinci latar 

belakang desa, kondisi sosial ekonomi masyarakat, proses implementasi 

program, dan mekanisme distribusi bantuan benur. Informasi ini 

dituangkan dalam laporan penelitian, sehingga pembaca atau peneliti lain 

yang ingin meneliti program serupa di wilayah berbeda daapat 

menyesuaikaan konteks dan menilai apakah temuan ini daapat 

diaplikasikan di tempat lain dengan kondisi serupa. 

3.7.3 Uji Dependability 

Uji dependability dalam penelitian merupakan uji data yang dilakukan 

dengan cara audit terhadap seluruh proses penelitian oleh auditor , atau 

pembimbing yang mengaudit seluruh aktifitas peneliti pada saat 

melakukan penelitian. Uji dependabilitas dilakukan untuk memastikan 

hasil penelitian dan meyakini kepada pihak lain bahwa penelitian 

mengenai implementasi program ketahanan pangan di Kampung Bumi 
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Dipasena Abadi, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang 

Bawang adalah benar dan telah dilaksanakan sesuai pada proses yang 

telah ditetapkan dengan menyertai bukti pendukung yang berupa 

gambar/laporan tahapan proses penelitian di lapangan serta catatan 

proses penelitian yang disahkan oleh pembimbing. Contohnya pada 

program ketahanan pangan di Kampung BD Abadi peneliti 

mendokumentasikan semua tahapan penelitian, mulai dari penyeusunan 

instrumen wawancara, pelaksanaan wawancara, pencatatan hasil 

observasi, hingga analisis data. Semua dokumen disimpansecara 

sistematis dan diaudit oleh dosen pembimbing untuk memastikan bahwa 

penelitian dilakukan secara konsisten dan sesuai metode.  

3.7.4 Uji Confirmability 

Tahapan uji confirmability hampir sama dengan uji depenability, 

sehingga proses pengujiannya bisa dilaksanakan secara bersama-sama. 

Pada uji konfirmabilitas ini dimana merupakan uji objektifitas dari hasil 

penelitian yang telah didapatkan. Suatu penelitian dapat dikatakan 

objektif apabila hasil penelitian dapat disepakati oleh berbagai pihak. 

Pada penelitian ini, uji konfirmabilitas dilakukan oleh peneliti dengan 

mengonfirmasikan hasil penelitian mengenai implementasi program 

ketahanan pangan di Kampung BD Abadi, Kecamatan Rawajitu Timur, 

Kabupaten Tulang Bawang kepada dosen pembimbing. Pemeriksaan 

yang dilakukan oleh pembimbing berkenaan dengan perolehan data, 

logika penarikan kesimpulan.Contohnya  setelah analsisi data selesai, 

peneliti mengonsultasikan hasil temuan kepada dosen pembimbing untuk 

menguji objektivitas. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa implementasi Program Ketahanan Pangan Dana Desa di 

Kampung Bumi Dipasena Abadi, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten 

Tulang Bawang belum efektif. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan standar 

operasional prosedur (SOP) yang jelas terkait mekanisme pemberian bantuan 

benur yaitu skema pemberian bantuan benur yang kemudian berubah menjadi 

sistem peminjaman. Pada dasarnya inisiatif dari masyarakat ini bagus tetapi 

jika tidak ditopang dengan peraturan atau wadah pedoman maka jalannya akan 

salah dan tidak benar. Jika dilihat dari perspektif administrasi negara, 

pelaksanaan program publik idealnya harus dilandasi dengan dasar hukum 

yang jelas, petunjuk teknis serta sistem manajemen yang dapat dipertanggung 

jawabkan. Ketidakhadiran pedoman resmi atau SOP dalam mekanisme 

pengembalian dan distribusi ulang benur ini menimbulkan risiko 

ketidakteraturan dalam tata kelola program, serta berpotensi menimbulkan 

kebingungan dalam aspek pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam 

pelaksanaannya, penerima bantuan benur diwajibkan untuk mengembalikan 

sejumlah benur kepada Ketua RW atau RT setempat. Pada awalnya, program 

ini merupakan bentuk bantuan hibah dari pemerintah yang tidak bersifat wajib 

dikembalikan. Situasi ini menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaan di 

lapangan. Namun, inisiatif tersebut muncul dari masing-masing Ketua RW dan 

disepakati secara musyawarah oleh masyarakat, sebagai bentuk upaya untuk 

menjaga keberlanjutan program, agar warga yang belum menerima bantuan 

juga memiliki kesempatan mendapatkan bantuan benur di tahap berikutnya. 

Meskipun menunjukkan tingginya partisipasi dan solidaritas masyarakat, 

ketiadaan regulasi formal mengenai sistem perguliran ini berpotensi 
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menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan dan pengawasan program di 

masa mendatang. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi  yang jelas dan tertulis 

agar implementasi program dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan 

berkelanjutan. Namun demikian, Program Ketahanan Pangan Dana Desa di 

Kampung Bumi Dipasena Abadi juga memberikan dampak positif, salah 

satunya adalah peningkatan produktivitas perikanan para petambak. Hal ini 

menunjukkan bahwa program tersebut memberikan kontribusi langsung 

terhadap peningkatan produksi udang. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dihasilkan, peneliti memberikan saran 

terkait implementasi program ketahanan pangan di Kampung Bumi Dipasena 

Abadi, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang bawang yaitu: 

1. Penguatan Kepatuhan Administratif Tanpa Mengabaikan Asas 

Kemanusiaan. Untuk mencegah potensi penyimpangan dan menjaga 

akurasi data penerima, implementor sebaiknya tetap memegang teguh 

prinsip kepatuhan terhadap syarat administratif, seperti kepemilikan KTP 

asli daerah setempat. Namun dalam kasus khusu seperti warga yang tidak 

mampu dan belum memiliki dokumen kependudukan, dapat dilakukan 

dengan mengupayakan solusi administratif alternatif , seperti mendorong 

penerbitan surat keterangan domisili sementara dari pemerintah kampung 

atau RT/RW sebagai dokumen pengganti sementara, sehingga tetap ada 

dasar hukum yang sah. 

2. Pemerintah kampung disarankan untuk menyusun petunjuk teknis (juknis) 

resmi mengenai mekanisme dan alur pemberian bantuan benur dalam 

Program Ketahanan Pangan, agar memperjelas prosedur pelaksanaan, 

program lebih terarah, transparan, dan akuntabel. Kemudian pemerintah 

kampung sebaiknya menyusun dan menetapkan peraturan kampung yang 

selaras dengan pelaksanaan program.  
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3. Perluasan  Koordinasi Eksternal, pemerintah kampung disarankan untuk 

menjalin kerja sama dengan pihak eksternal yang memiliki kompetensi di 

bidang perikanan, seperti dinas perikanan, guna memberikan 

pendampingan, pelatihan, dan sosialisasi teknis budidaya udang kepada 

penerima manfaat. Upaya ini bertujuan untuk meminimalkan risiko 

kegagalan panen, yang tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi 

juga oleh keterbatasan pengetahuan dan keterampilan petambak. 

Keberhasilan budidaya menjadi faktor penting agar mekanisme bantuan 

benur bergulir dapat berjalan lancar dan manfaat program dapat dirasakan 

oleh masyarakat lain yang belum menerima bantuan. 

4. Penerapan Sistem Monitoring & Evaluasi Berkelanjutan 

Dibutuhkan sistem evaluasi berkala berbasis indikator keberhasilan yang 

terukur untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan 

mengantisipasi hambatan sejak dini. 
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